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ABSTRAK 
Badan Usaha Milik Nagari diselenggarakan oleh setiap Pemerintahan Nagari 
berdasarkan asal usul Nagari di Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada 
dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah 
Nagari dapat membentuk Unit Usaha sesuai dengan aset dan potensi yang dimiliki 
oleh Nagari. Seluruh atau sebagian besar modal Badan Usaha ini dimiliki oleh 
nagari yang berasal dari kekayaan Nagari. Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik 
Nagari untuk mendorong tumbuh dan berkembanganya usaha ekonomi masyarakat, 
dan meningkatkan peranan masyarakat nagari dalam mengelola sumber pendapatan 
Nagari. Berdasarkan hal diatas, maka beberapa permasalahan yaitu: 1) bagaimana 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait Badan 
Usaha Milik Nagari (Bumnag) Di Kenagarian Taruang-Taruang, 2) apakah 
hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Nagari 
(Bumnag) Di Kenagarian Taruang-Taruang. Penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif dan data-data diperoleh dari 
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian data yang didapat 
dianalisis sehingga diperoleh hasil dan kesimpulan yang sesuai dengan 
permasalahan yang dibahas. 1) Pelaksanaan dari Badan Usaha Milik Nagari di 
Kenagarian Taruang-Taruang masih menggunakan dana pemerintah Nagari hingga 
kini belum mendapatkan kontribusi dari pemerintah daerah. 2) Hambatan yang 
terjadi yaitu lemahnya keuangan untuk pembangunan Badan Usaha Milik Nagari 
dan sumber daya manusia yang kurang untuk membantu pembangunan dan 
pengelolaan BUMNag. Pemerintah pusat dan daerah agar segera menyalurkan dana 
yang telah direncanakan kepada seluruh pemerintah Nagari. Wali Nagari dapat 
selalu mengkoordinir seluruh struktur operasional Badan Usaha Milik Nagari serta 
bagi masyarakat dan perantau yang telah memberikan penyertaan modal kepada 
Badan Usaha Milik Nagari diharapkan ikut berpartisipasi langsung dalam 
Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Nagari dan mendukung perkembangan 
Badan Usaha Milik Nagari. 
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